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BUPATI BARITO UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR (FTABUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA 

NOMOR 33 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 

Menimbang a. 

b. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTARA, 

bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 telah ditetapran berdasarkan Peraturan 

Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupau Barito Utara 

Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019: 

bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 7 Tahun 219 tentang Petunjuk Tekms 

Penggunaan Dana Alokasi Khusas Nonfisik — Bantuan 

Operasional Pem elenggaraan Pendidik:in Keseraraan dan Sura! 

Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 893.3/39/V.3/BPSDM 

Hal Jadwal Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Pelatihan 

Kepemimpinan Pengawas dan Pelarihan Dasar CPNS Tahun 

Anggaran 2019, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 

pada huruf a perlu dilakukan permesuajar: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupat 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Barito Utara 

Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20149 
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tarah Laut, Daerah Tingkat |! 

Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tenrang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kelimemtan (Lemihyeram 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51. Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756): 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penvelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286): 

Undang Undang Ngrner 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran N-gara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nose AA 1. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 204 rentang Perimbangar 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dar Pernerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 1286 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049): 

9. Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Leribaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679j: 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangai1 Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tanibahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinati dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tanrbehan Lembaran Negara 

Republik indonesia Nomor 4712): 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Takbun 299 temiang Dera 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 45753), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah. Nomer SS Tahi, MYAS 

tentang Sistem Informasi Keuangan Liaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahuri 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lermbarar Negara Repubiik fadonesta Nomor 4614): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165): 

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272): 

16. Peraturan
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

17. 

18, 

19. 

20. 

21. 

22. 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tanbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057): 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178): 

Peraruran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tenang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 248. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lenibaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42. Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Namor 6322): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua aras 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 3191: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan lanya 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (I3erita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 701:|: 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3. 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1): 

MEMUTUSKAN : 

“PERATURAN BUPATI TENTANG PERU3AHAN KEEMPAT ATAS 

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

Pasal |...



Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita. Daerah Kahunaren 

Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33) yang telah beberapa kali diubah dengan 

La
h 

Pasal I 

Peraturan Bupati: 

a. Nomor 6 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Norwt 

Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah kabupaten Barito Utara Tahun 2014 

Nomor 11i: 

Nomor 14 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 

Nomor 14): 

diubah sebagai berikut: 

|. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunvi sebagai berikut: 

Pasal 1 

|. Pendapatan : 

a. Pendaparan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-lain pendapatan yang sah 

JamJlah Pendapatan............. 

2. Belanja : 

a. Belanja Tidak langsung : 

1) Belanja pegawai 

2) Belanja bunga 

3) Belanja subsidi 

4) Belanja hibah 

5) Belanja bantuan sosial 

6) Belanja bagi hasil 

7) Belanja bantuan keuangan 

3) Belanja tidak terduga 

b. Belanja Langsung : 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumiah: Belanja... 

Surflis/ (Defisit) Hawa 

. Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto ..... 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas: 

  

  

  

  

  

Rp. 85.682.169.648,00 

Rp. 933 .597.732.000,00 

Rp. 195.813.189.000,00 

R». 1 263.093.090.648,00 

Rp. 521.001.790.443.00 

Rp. 0.00 

Rp. 0.00 

Rp. 21.300.195.000.00 

Rp. 6.018.000.000.00 

Rp. 2.200.000.000.00 

Rp. 168.239.998. 700.00 

Rp. 1.000.000.000.00 

Rp. 719.759.984.143.00 

Rp. 85.104.206.862.00 

Rp. 223. 327.707.222.00 

Rp. 321.641.334.809.73 

Rp. 639.073.248. 893. 73 

Rp. 1.349.833.233.036.73 

(Rp. 84.740.142.388.73) 

Rp. 118. 218.631 185,42 

Rp. 0.00 

Rp. 118.218.631.185,42 

Sisa lebih pembiavaan anggaran tahun berkenaan 

Rp. 33.478.488.796.69 

2. ketentuan .
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2. Ketentuan pada Lampiran 1, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran II Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Ditetapkan di Muara Teweh 
pada tanggal 17 Juni 2019 

€.£ BUPATI BARITO UTARA 

  

Diundangkan di Muara Teweh 
pada tanggal 17 Juni 2019 

    DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

F. FAUZI 
NIP. 19710921 199803 1 004


